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WALIKOTA METRO

PROVINSI LAMPUNG
PERATURAN DAERAH KOTA METRO
NOMOR I TAHUN 2021

TENTANG
PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA METRO,

bahwa dalam rangka mewujudlean masyarakat adil dan makmur
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Tndonesia Tahun 1945, pemerintah pada tiap tingkatlan
melaksanakan [ungsi pelayanan, pengaturan, pemberdayasan
dan pembangunan berdasarkan wewenanghya masing-masing;

bahwa penanaman modal di daerah merupakan salah osatu
pengreral pereckonmmnian, pembiavaan pembangunan,
penciplaan lapangan kerja dan peningkatan daya saing dacrah
schinges  perlu diciptakan iklim penanaman  modal  yang
kondusif, promotif, memberikan kepastian hukum, berkeadilan,
serta cfisicn dengan tetap memperhatikan kepentingan clkonomi
nasional;

babwa dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2007 tentang Penanaman Modual dan Undang-Undang
Momor 23 Tahun 2014 tentang  Pemerintahan Daerah
sebagaimana  telah diubah  beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor @ Tahun 2015, 'omerintah Kota Metro
mempunyval  kewenangan dalam urusan  penanaman  mewdal
i daerah;

bahwa  berdasarkian  pertimbangan sehagaimana  dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan humfl ¢, perlu membentuk
Peraturan Dacrah tenfang Penyelenggaraan Penanaman Modal;

Pasal 18 avat (6 Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 14943;

Undang-Undang Namar 12 Tahun 19949 tentang
Pembentulian Kabupaten Dari 1T Way Kanan, Kabupaten Dati II
Lampung Timur dan Kotamadyva Dati IT Melro {Lembaran Negara
Fepublik  Indonesia Tahun 1999 Nomor 446, Tambaban
Lemnbaran Nogara Repuhlik Indonesia Nomor 3825);
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Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penansnman
Modal (Lembaran Negara Hepublik Indonesia Tahun 2007 Nomor
07, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoncsia Nomor
47247,

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikeno,
Kecil Dan WMenengah {Lembaran Negara Republile Indonesia
Tahun 2008 Nomor 93, Tambashan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 48660;

Undang-Undang Nommor 23 Tahun 2009 entang Pelayanon
Publik {Lembaran Negara Fepublik Indonesia Tahun 20005
Nomaor 112, Tambahan Lembaran Negara Fepublik Indonesia
Nomaor 5038];

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pombentukan
Peraturan Perundang-undangan  [Lembaran Negara  Republik
mdonesia Tahun 2011 Nomeor B2, Tambahan Lembaran Negara
Repuhblik Tndonesia Nomor 5234 sebuagsdmana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 ‘Tahun 2019 (Lembaran
Megara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1853, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 fentang Perindustrian
[Tembaran Negara Eepublilke Indoncsia Tahun 20014 NMomor 4,
Tambahan Tembaran Negara Fepublik Indoncsia Nomeor 54892);

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
[aerah  [Lembaran Wegara BEopublik Indoncsia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembsiran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sehagaimana telab diubak beberapa kali teralhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tabun 2015 (Lembaran
MNegara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomeor 36870

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tontang Administrasi
Pemerintahan  [lembaran Nepara Bepublik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara  Hepublik
Indonesia Namaor S601);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pedoman
Pemberian Insentil dan Pemberian Kemudahan Penanamar
Mmdal di Traerah [Lembaran MNegara Bepublik Tndonesia Tahun
20086 Nomor B8, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomaor 486 1;

Peraturan Pemerintah MNomor 12 Tahun 2017 rentang
Pembinaan dan  Pengawasan Penvelengearaan Pemerintahan
Daerah  [lembaran Negara FHepublik Indonesia Tahun 2017
Nomaor FE, Tambahan Lembarsn hegara Repuhlik Thdonesia
Noar G0d 1);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelavanan
Perizinan Derussha Terintegrasi Secara Elekironik {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan
Lembaran Negara Republilk Indonesia Nomar 6213);
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Peruiuran Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Ketja
Sama  laerah [Tlembaran Negara lepublile Tndonesian Tahun
018 Nomotr 97, Tambahan Lembaran Negmwa  Republik
Indonesia Nomaor (0215):

[Penuturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencuana
Urnum 'enanaman Modal [Lembaran Negara Republik Indonesiz
Tahun 2012 Nomaor 42);

Perdaturan  Presiden  Momor 97 Tahun 20104 tentang
Penvelenggaraan  Pelayanan Terpadu  Samu Pintu [Lembarsn
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2217,

Feraluran Presiden Nomor 24 Tahun 2016 tentang Dallar
Nidang Usaha vang Tertutup dan Bidang Usaha yvang Terbulka
Dengan Persyaratan di Ridang Pensnaman Modal {(Lembaran
Negara Republik Indonesia rahun 2016 Nomor 97);

Peraturan  Menteri MNalam Negeri Nomor 50 Tahun 2015 tentang
Fembentukan Produk Hukum Dacrah (Berita Negara Republilk
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036] schagaimana telal: diubah
denpan Peraturan Menterl Dhalam Negeri Nomaor 120 Tabiun 2018
|Berila Negara Hepublik Tndanesia Tahun 2018 Nomor 157);

Peraluran Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Lenlung
Penyvelengearaan elayanan Terpadu Satu Uintn Daerah (Berita
Negara Eepublik Indonesia Tahun 2017 Nomar 1936);

Peraluran Kepala Badan Koordinasi 'enanaman Modal Nomor 5
Tahun 2019 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan
Fasilitas Pennnaman Modal [Berila Negara Republik Tndonesia
Tahun 201% Nomor 939 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Kepala Bodan Keordinasi Penaruinnan Modal Namor 5
Tahun 2019 {Berita Negara Republik ndonesia Tahun 2019
Nomor 934];

Peraturan Kepala Badsan Koordinasi Penan:man Maodal Nomor 8
Tahun 2019 lentang  Pedoman dan Tata Cara Proimosi
'enanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomaor 324;

Peraturan  Kepala Badan  Koordinasi  Pensnaman  Modal
Nomaor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayvunuan
Perizinan  Derusuha  Terintegrasi  Secara Elektronik  [Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 308);

Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penun:nnan Modal Nomor &
Tahun 2020 tentang Pedoman dan Tala Cara Pengendalian
Peluksanaan  Penanaman  Modal  [Derite Negara  Republik
Indenesia Tahun 2020 Nomeor 13300;

Peraturan Kepala Badin Koordinasi Penanaman Modal Nomor 7
Tahun 2020 lenlang Rincian Bidang Usshs dan Jenis Produlesi
Industri Pionir serta Tata Cara Pemberian Fasilitas Penpurangan
Pajuk D'enghasilan Badan (Berita, Nepar Hepuhlik Indonesia
Tahila 2020 Nomor 1137)

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2015
lentang Pemberian Insenrif dan Kemudahan Penanaman Modal
(Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2015 Nomor 07,
Tambahan Lembaran Dacrah Nomor 07);
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Peraturan Daerah kota Metro Nomor 1 Tahun 20012 tentang
Erneana Tata Fuang Wilayah Kota Metro 201 1-2031 [Lembaran
Daeruh Kota Metro Tahun 2012 Nomor (12, Tambahan T.embaran
Daerah Nomor 02);

Peraturan Dacrah Kota Metre Nomor 24 Tahun 2016 tenlang
Pembenlukan dan Susunan  Peranglkat Daerah Kota Metro
[Lembaran  Dacrah kRota  Mcotro Tahun 2016 Nomor 24,
Tambshan Lembaran Dacrah Nomor 24) sebagaimana lelah
dinbah dengan Peraturan Dacrah Kota Metro Nomaor 9 Tahun
2019 (Lembaran Dacrah Kota Metro Tahun 2009 WNomor 9,
Tambuhan Lembaran Daerah Nomar 99,

Dengan Persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO

dan
WALIKOTA METRO

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PENANAMAN MODAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ind, vang dimalosud dengan

L;
s

:'..'I

1.

Dacrah adalah Kota Meiro,

Pemerintah Thaerab adalab Walikota  schagal unsuor
penvelenggara Pemetintaban  Daersh memimpin pelaksanaan
urusan pemerintahan vang menjadi kewenangan dacrah otonom.

Walikata adalah Walikola Moboo.

Perangkal Daerah adalah unsur pembantu Walikara dan Dewan
Perwakilann Rakyal Daecrah dalam  penvelenggaraan  urisan
pemerintahan vang menjadi kewenangan dacrah.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayvanun Terpadu Satu Pintu
Kota Metra yvang selanjulnya discbut DPMPTSP adalah Peranghkat
Daerah di Kola Meltro yang membidangl urusan pemerintahan
dibidang penanaman moxdal.

Modal adalah asel dalam bentuk uang atan bentuk lain vang
bukan uang yang dimiliki oleh penanaman modal  vang
rnempengaruhi nilad ekonomi.

Modal Dalam Negeri adalabh modal vang dimiliki eleh negara
Republik Indonesia, perscorangan warga negara Indonesia ataon
ladan usaha vang berbentuk badoan huelom aran tidak herhadan
hukum,
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Modal Asing adalah modal yong dimilila oleh negara asing, perscorangan warga
negard asiig, badan usaba asing, badan hukum asing dan /fatau badan haloom
Indonesia vang sehagian atau seluruh modalnyva dimilild oleh pihale asing,

Penanaman Modal adalab segala bentuk kegiatan menanzon Modal, baik olch
penanamn  modal dalim negeri maupun  penanam  modal ssing, untuk
melakukan usaha di wilayah negara Repubiik Indonesia.

Penanam Modal adalabh perseorangan awau budan usaha yang melakuloan
penanaman modal vang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan
prenanam modal asing.

Penanam Modal Dalam Negerl adalah persecrangan warps noegara Indonesia
badan usaha Indonesia, negara Republik Tndonesia, alau Dacrah yang
melakukan penanaman medal di wilayah negara Fepablik Indonesia.

Penanam Modal Asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha
asing dan/atau poncerintah asing vang melakukan penanaman modal  di
wilayah negara Republile ndonesia,

Penanaman Modal Dalam Negeri wang selanjuinya disingleat PMDIN adalah
kegiatan menansm modal untuk melaktukan usaha di wilsvah negara Republik
[ndonesia yvang diakukan oleh Penanam Modal Dalam  Negeri dengan
rnenggunakan Modal Dalam Negeri,

Penanaman Modal Asing vang selanjuinys disingkat PMA adalab kegiatan
menandarn  modal untuk melakukan usaha di wilavah negara Repuhlik
Tndonesia vang dilaloukan oleh Penanam Modal Asing, baik yang mengounakan
Maodal Asing sepenuhnva maupun vang berpatungan dengan Penanam Modal
Malam Negerl.

Rencand Umum Penanaman Madal yang selanjutnyn disinglat RUPMW adalah
dokumen perencanaan penanaman modal dacerah vang disusun dan ditetapkan
oleh Walikota mengacu kepada Rencana Umuwm Penanaman Modal Nasional
dan priorilas pengembsngan potensi daerah.

Pelayanan Terpadu  Sara Pintu vang  sclanjutnya  disingkat PTSP  adulah
pelavanan secara terintegrasi dalam salu kesaluan proses dimuolai dari tahan
permofonan sampal dengan tabap penyelesaisn produle pelavanan melalui
satll pinl,

Perizinan adalah segala bentule persetujuan vane dikelusrlem oleh Pemeriniah
dan Pemerintah Dacrah yang memiliki kewenangean sesuai dengan kelenluan
peraluran perundang undangan,

Izin adalah kepulusan pejabar pemerintahan vang berwenang sehagai wujud
persenijuan dalas permohonan warga masvarsleat sesuai dengan kelentuan
peraturan perunduang-undangan,

Perizinan Berusaha adalah pendafaran vang diberikan keparda pelaku usaha
untuk memulai dan menjalankan usaba dan/atau kegiatan dan diberkan
dalam  bentule surat/keputusan alau ponenuhan  persvaralan  dan/atau
komnilmen.

Momor Thduk Berusaha vang selanjutnya disingliat NIB adalah nomor ideniiias
para pelaku usahs dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha sesuad
dengan bidang nsabanya,

Perizinan Berusaha  Terintegrasi Secara  Eleloronik  atan  Ondine  Single
Submssion yung selanjuinva disingkat OS5 adalabh perizinan berusaha yang
diterbitkan oleh Lembaga OS5 unluk dan atas nama Menteri, Mmpinan
Lembaga, Gubernur atau Bupati/ Walikota kepada pelaku usaha melalui sistem
elektronik yang terintegrasi.
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Non Penizinem adalah segala hentuk kermudahan pelayanan, Tasilitas fiskal dan
informasi mengenai penAanaman modal sesuai denpan ketentusn peraturan
pearundang-undangan.,

I'cluang Penanaman Modal adalah polensi penanaman modal vang sudah siap
untuk dirawarkan kepada calon penansm modal.

I'nrenst Penanaman Modal adalah kelersediaan sumber dava vang masih helum
tergali vang rerdapat pada suatu daerall vang mempunyvai nilai ekonomi.

Fasilitas Penanaman Modal adalah segala bentuls insentit fiskal dan non fiskal
serta kemudahan pelayanan penananan modal, scsuai dengan ketentuan
perdaturan perundang-undangan,

FPemberian nscentif adalah dukungan dari Pemerinlah Daeriah kepada penanam
modal dan pemberian kemudahan berupa penvediaan fasilitas dar Pemerintah
Lyiwerah  kepada penanam modal unluk mempermudah setiap  kegialan
penanaman modal dalam rangka mendorong peninglestan penanaman modal di
dacrah.

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen perusahaan untuk
berperan . serta dalam pembangunan ckonomi  berkelanjutan guna
meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan vang hermanfaat, haik bagi
perseroan sendiri, komunitas selempal, maupun masyarakat pada umumnya,

Pengendalian adalah kegialan pemantyuan, pombinasn, dan pengawasan
terhadap penanam modal yang welah mendapatkan perizinan  penanaman
modal agar pelaksanaan  penonoman modal sesoai dengan keleniuan
peraturan perundang-undangan.

Pemantavan  adalah kegiatan  yang  dilakulkan untuk  mengumpulkan,
mengevaluasi dan menyajikan data perkembangan realisasi penanaman modal,

'embinaan adalah kegialan  yang dilakukan untuk memberikan
bimbingan /sosialisasi ketentuan  pelaksanssn  penanaman modal  serla
memfasilithsi penyelesaian permasalaban dalam rongka pelaksanaan kegiatan
pondanam:n modal.

Pengawasan adalah upava atau kegiatan vang dilakulan guna memeriksa
perkembangan  pelaksanaan  penanaman  modal, mencegah  dan/alau
mengunangi  terjadinya penvimpangan  terbadap  ketentuan  pelaksanaan
penandaman mwlal, termasuk penpggunaan Gisilitas penanaman modal,

Laporan Kegiatan Penanaman Modal vang sclunjutnya disingkat LKPM adalah
laporan  mengenai  perkembungan realisasi penanaman modal  dan
permnasalahan yang dihadapi pelaku usaha vang wajib dibuat dan disampaikan
secara berkala.

Tata Huang adalah wujud strukliwe ruang dan pola ruang.

Sanksi Administratit adalah penerapsn perangkat sarana hukuwm adiministras
varg  bersifat pembebanan kewsjiban  dan/atau  penghapusan hak  bagi
pemegang zin dan/atau aparal penvelengegara atas dasar ketidakpatuhan
danfatan  pelanggaran  terhadap  persyaratan  izin dan/atan ketentuan
peraturan perundang-undan gan,

Tate Fuimg adalah wuajud sirukilues] dan pola pemantaatan ruang vang
merupalkan wadah kehidupan vang mencakup miang daratan, roong lautan,
dan ruang udara termasuk didalamnya tanah, air, udara dan benda lainnys.
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AZAR, TUJUAN DAN SASARAN
Pasal 2

Penanarman modal disclenggarakan herdasarkan asas
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kepastian hukuom;

koterbukaan;

abkuntabilitas;

perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara;
ke De rsnEaa;

cfisiensi berkeadilan;

berkelanjutan;

berwawasan lingloungan;

kemandirian; dan

keseimbanpan kemajuan dan kesaran ekonomi nasional.

Pazal 3

Penvelengegaraan penanaman modal oi daerah bertujuan untuk -

meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah;

menciptakan lapangan kerja;

meningkatkan pembangunan ckonomi herkelanjulan;
meningkatkan kemampuan dava saing dunia usaha dacrah;
meninglatlkan kapasitas dan kemampuan reknologi daerah;
mendorong pengenibangan ckonomi kerakvalan;

mengolah  ekanomi polensial  menjadi kekuatan  clonomi il dengan
menggunalean dana baik vang berasal dari dalam negeri maupun liar negeri;
dun

meningkatkan kesejahieraan masvarakat daerah,

Pasal 4

sasaran penyelenggaraan penanaman modal di daerah melipuli ;

R = P - -

-t
3

meninglatnya iklim invesias yvang londusie,
meningkalnya sarana pendukung penanaman modal;
meningkatnya kemampuan sumber daya manusia:
meninglatnys jummlah penanam modal;
meningkatnya realisasi penansarman modal;

membenlan  intormasi kepastisn  waltu penvelesaian  permohonan  izin
penananan modal;

lercapainya pelayanan petanaman modal vang cepat, sederhana, Transpardn
dan lerintegrasi;

membuka kescmpatan bagi perkembangan dan memberikor perlindungan
lkepada usaha mikro, keeil, menengah dun koperasi;

menjamin kepastian hukum dan keamanan berusaha gl penanam modal;
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mendorong ckonon kereadl di daerah; dan

menciptakan pengusaha lokal baru.

EBAB III
RUANG LINGEUP
Pazal 5

RHusng lingkup pengaturan penvelengpgaraan penanaman modal dalam Peraturan
Dacrah ini mencakup ;

leewrnanean pemerintah dacrah;

arah kebijakan penanaman nuodal;

pengembangan potensi dun peludang penanaman modal;
fasililas penanaman mocdal;

pengendalian pelaksanaan penanaonan modal;

kera sarma penandrmean modal

sislem infonmnasi penanantan molal

partisipasi masyarakal;

penvelesaian sengkela; dan

sanksi adminisirasi,

BAE IV
KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH
Fasal &6

hewenangan pemerintah daerah dalam penvelengparaan penan@man modal dacrah
micliputi :

1.

[11

(2]

penetapan pemberian  fasilitas/ingsentif dibidang penanaman modal vang
menjadi kewenangan daerah;

pembuatan peta pofensi investasi;
penyclenggaraan promosi penanaman madal;

pelayanan perizinan dan nonperizinan secara terpadu saiy pintu dibidang
penuananmnan modal di dasrah;

pengendalian pelaksanaan penanaman modal di dacrab; dan

pengelolaan data dan infarmasi perizinan dan nooperizinan vang lernlegrast
pada tingleat daerah.

Pasal 7

Walikola menyelengearakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal
dan 1181 di daerah.

Penyelengearaan  penaainan  modal  yang berkaitan dengan  pelayanan
perizinan <dan nonperizinan sehagaimana dimaksud dalan asal 6 horof d
dilalksanakan nleh Kepnla Dinas wang membidang] penanaman modal dan
FIsP.
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Pelaksanaan pelayanan perizinan dan nonperizinan aleh Kepala, Dinas yang
membidangi penanaman modal dan FISE schagaimana dimaksud pada aval (2]
meliput :

A,  kewenangan menyelenggarakan pelavanan perizinan dan nonperizinan
vallg menfadi urusan pemerintabh daerah sesual dengan ketentuan
peratiran perundang-undangan; dan

b, kewenangan menyvelenggrarukan pelavanan perisinan dan nonperizinan
vang menjudi urusan pomerintah pusal atan pemerintah provinsi vang
dilimpahkan kepada Pernerintah Daerah.

Ketentuan lebih lanjut mengenal penvelenggaraan, ruang lingliup,. prosedur,
dan bentuk pelavanan perizinan dan neon perizinan vang dilakukan olch Kepala
Dinas vang membidangl perizinan dan nonperizinan sehagaimans dimalesud
pada avat 2] dan [(3) dialur dengan Peraturan Walikota,

BAEV
ARAH KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL
Pazal &

Dalam rangka pelaksanaan kewenangan schagaimana dimaksud dalam Pasal 6
dan Pasal 7 pemerintah dacrah menetapkan arah kebijukan penanaman
modal,

Arah  kebijakan pensnaman modal sebagaimana dimaksud pada avar (1)
melipurti -

d. perencanasan perandanan modal;
Ir.  promosi penanaman modal;
pelavanan penanaman modal;
pengendalian pelalsanaan penanaman modal; dan
e, pengelolaan dara dan sistem informasi penanaman modal,

Bagian Kesatn
Perencanann Penanaman Maodal
Pasal 9

Perencanaan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2)
hurl a ditetapkan dalam RUPM,

RUPM sebagumimana dimaksud pada avat (1], merupakan arah, strategi dan
kebijakan penanaman modal di daerah,

RUPM sebagmmana dimaksud pada, ayval (1) disusun berdasarkan :
A.  Rencaba Umum Penanaman WModal Nasional;

b, Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi:

¢. Rencang Pembangunan Janghka Panjang Dacrah;

d.  ERencana Pembanguinan Jangla Moenengah Daeraly; dan
€. Priovitas Pengembangan Polensi Dacrah.

hetentuan mengenal proscdur penyusiunanan BUPM dilakukan sesuai dengan
kelenituan perundang-undang:an.
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Bagian Kedua
Promo=i Penanaman Modal
Paszal 1D

Fromosi penamnaunan modal schagaimana dimaksud dalaon Pasal 8 ayat (2)
burufl b, dilakukan dengan cara -

a.  mengkaji, merumuoskan dan menyvusar kehijakan leknis polaksangan
pembenan bimbing:n dan pembinaan promosi penandmean meodal;

. mengoordinasikan, mengkajl, merumuskan dan menyusun materl promosi
penanaman modal; dan

o, mengoordinasikan dan melsksanakan promosi penanaman modal baik di
datam maupun di luar negeri

Pelalesanaan promosi penanaman modal schagaimana dimaksud pada aval [ L)
dilakukan oleh Dinas secars mandid danfaran secara  sinergi dengan
pemeriniah, pemennbah provinsi,  perangkat  daerab lain, lembaga  non
pemerintah dangatan badan usaha melalui sistem pemasaran dan komunilkasi
lkepada penanam modal yang potensial di dalam negerd dan di luar negeri.

Promosi penanamsn modal sebagaimana dimaksud pada avat (2] dilakukan
melabui :

i, bimbingan dan konsulias;
b analisis minal penansinan modal;
C. PAmeran;
d.  temu usaha;
¢, sominar investasi;
tasilitasi misl investasi; dan
g penyeharluasan informast penanamon nodal melalui media cetak duan

elelkironik.

Dalam penyelenggaraan promosi penanaman modal sehagaimana dimaksud
pada ayat (3], pemeriniah daeral menvedialkan sarana dan prasaranas.

Penyelenggaradn promosit penanaman modal scbagaimana dimaksud pada
aval [1], aval [2] dan ayar (3) dikoordinasikan oleh Dinas.

Bagian Ketiga
Pelayanan Penanaman Maodal
Pasal 11

Pelaksanaan pelayvanan penanaman modal sebagsimana dimaksud dalam Pazal 8
dayvat (2) hurul ¢ meliputi ;

.
b,

L b

PTSP,
perzinan dan nomperizinan;

waklu pelavanan perizinan;

hidang wsaha penanaman modal;

perLanam modaly

hak, kewajiban dan tanggung jawab penanam maodal: dun

lolaast penanaman modal.
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Paragraf 1
Pelayanan Terpadn Satu Pintu
Pasal 12

Walikntn mendelegasikan wewenang pemberian perizinan dan nonperizinan
awas urusan pemennlahan di bidang penanaman modal yang menjadi
kewenangan Pemerinlah Daerah lepada Dhinas,

PTST bertujuan memberikan  pelayanan  kepada penanam  modal  dalam
memperolch kemudahan dan informasi mengenai penanaman modal,

Pebyvanan penanaman modal dilaksanakan dengan menggunakan  sistom

online meliputi pelayanan perizinan dan nenperizinan yang lerintegrasi dengan
Pernerinlah Pusal dan Pemerintiah Provinsi Tampung,

Pazal 13

PTSP di doerah Lidak herwenang memberikan pelayanan penanaman  modal
terhuadap

.

rl.

Ny

penvelenggaraan penanaman  modal  wang  ruang lngkupnya  lintas
leabupaten / ko dan lintas provinsi;

penanaman medal pada hidang industri yang merupakan prioritas tinggl pada
skals nasional,

penanamain modal yang terkait pada fungsi pemersaiu dan penghubung anlar
wilayah atau ruang linglupnya lintas provins;

penanaman modal yang terkair pada pelaksanaan strategl pertahanan dan
kewmanan nasional;

I'MA dun penanam modal vang mengeunakan modal asing yang berasal dun
pomerintah  negara lain, vang  didasarkan  perjunjian yang  dibuat  olch
pemerintgh dan pemerintah negara lain; dan

tHdang penanaman modal lain vang menjadi urisan Pemerintah Pusat alag
Pemerintah Provinsi,

Paragraf 2
Perizinan dan Non Perizinan
Pasal 14

Setigp penanam modal yang menamnsandon moedalnya di daerah wajib memilikd
P

lzin sebagaimana dimalsud pada ayar (1) meliputi berbagai jenis perizingan
berusaha,

Jenis perizinan berusaha sebagaimana dirnaksud pada avat [2] terdin atas

a. lzin usaha; dan

h. lIzin komersial alau operasional.

Pelaksanaan perizinan berusaha sebagalmana dimaksud pada avat 2] dan
aval (3] meliputi ;

4. pendafiaran untulk memperociech NIB;

b, penerbilan izin usaha dan pencrbitan izin komersial atau operasional
herdasarkan komitmen,
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i5)

(2]

(7

%]

pernenuhan  kemitmen  izin usaha dan pemenuhan komitmen  jzin
komersial atau operasional;

pemmhavaran hiaya,
e, fasilitasi;
f  mmasa berlaku; dan
.  PENEAWASAN.

e

NIR sebagaimana dimalesud pads ayat (4) huruf a diterbitkan oleh Lembaga
(385 dan merupakon identitas herusaha dan digunakan oleh penanam modal
wniuk mendapatlkan izin usaha dan izin komersial atau operasional.

NIB sebagaimana dimaksud pada avat (3] berlalou juga sebagad -
A. landa Dallar Perusahaan schagaimana dimaksud dalam Ketentuan
peraturan perundang-undangan di bidang tanda dallar perusahaang

b.  Angka [engenal Import sebagaimana  dimaksud  dalam peraturan
perundang-undungan di bidang perdagangan; dan

c. hak akses kepabeanan  sebagaimana  dimaksud  dalam ketentuan
peraturan perundang-undangan di hidang Kepabeanan,

lzin usaha sebagaimana dimaksud pada avat (3) huruf a berlaku untuk
seluruh wilivah Indonesia,

Ketentuan lebih lanjul mengenai tata cara pelaksonaan percanan berasaha
dan fasilitas penanaman modal di daerah diatur dalam Peraturan Walikota,

Pasal 15

Pelaku usaha vang telah mendapatlan NIB sebagaimana dimaksud dalan Pasal 14
avat {4] huruf a sckalipus terdallar sebagai peserta jaminan sosial keschalan dan
iaminan sosial ketenagakerjaan,

[1]

2]

[1]

Pasal 16

Perizinan berusaha schagaimana dinalsud pada Pasal 14 avat (2), wajib

dimiliki oleh pelaku vsaha yang telah mendapatkan NIT3,

Pelalou usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdird atas:

4. Pelaku usaha wvang tidak memerlukan prasarana unluk menjalankan
wsaha danfatau kegiatan; ata

b, lelaku usaha yang memerlukan prasarana untok menjalanlkan usaba
dan /alau kegiatan,

Polaku usahs vang memerlukan prasarana uniak  menjalankan usaha

dan/atau kegiatan schagaimana dimaksud pada avar (2) huruf b rerdind atas;

a.  Ielako usaha vang Lelah memiliki arau menguasai prasarans; atau

b, Pelako usaha vang belum mermliki alau menguasal prasarana.

Pasgal 17

Lembaga OS85 menerbitlean izin usaha berdasarkan komitmen kepada:
a.  DPelaku ussha vang tidak memerlukan prasarana untuk menjalankan
uwsaha dan fatau kegialan; dan

b, Pelaku usaha vang memerlikan prasarana untul menjalanksn usaba
danfatan kegiatan dan telabh memilild atan menguassd prasarana.
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|'3]

(11

(4]

(3]

(1]

2]

31

Lembaga O83 menerbitkan izin usaha berdasarkan komitmen kepadia peluku
usaha vang memerlukan prasarana untuk menjalankan usaba dan/atau
kegiatan tapi belum memulla atan menguasai prasarans setelah lembaga 053
rnenerbitloan:

a.  Izin Lokasi;
b, lzin Lingkungan; danfatau
. lmn Mendinkan Bangunan,

Pemenuhan komitmen sebagaimana pada awvat (2} olch polakeu usaha
dilaksanakan sesual letentuan peraluran perindang-undangan.

Pasal 18

Nalam hal pelaku vusaha slkan mempekerjakan tenaga kerja asing, penanam
modal mengajulkan pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

Kelentuan pengajuan pengesahan BEencans Penggunasn Tenaga Kerja Asing
sebagaimana dimaksud pada ayal (1) dilakukan melalui sistem (85 sesuai
keleniian perafuran perundang-undangan.

Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing sebagaimana dimaksud
pada ayat (3} meripakan izin mempekerjalaan lenaga kerja asing,

Paszal 19

Permisahaan PMA aran PMUPN vang melakokan perubaban modal perseroan
wajil mengajukan permohonan pendaftaran perubaban, vang mencalkup
peruhahan :

a.  jumlah modal dan persentase kepemilikan sabhan;

b, nams pemegang saham: danfaaun

r. negara asal pemegang sabhaam,

Perubahan mmlal perseroan yang mengakibalkan  teriadinya penurunan

nominal modal perseroan harus terlebih dahulu memperoleh persefujuan dari
kementerian Hukum dan HAM.

Perubahan  modal perseroan bagi perusahaan PMDN yang mencatatkan
sahamnva di pasar modal apahila sehagian sabamnya dibeli oleh PMA, maka
slatus perusahaan menjadi PMA.L

Paragraf 3
Waktn Felayanan Perizinan
Pazal 20

Ketentuan mengenai wakiu pelavanan perizinan bemisaha dan nonperizinan diatur
sealal dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

Paragraf 4
Lingkup Bidanpg Usaha Fenanaman Modal
Pasal 21

Sermila bidang usaba atau jenis usaha terbuka bagi Kegiatan penanaman
moacdal, kecuali jenis bidang usaha atau jenis usaha vang dinyatakan fortutup
atau vang dipersvaratkan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.
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(2)

(L]

(]

iy

4]

(2]

(1

1]

Penanam modal vang akan melakulen  kegiatan penanaman maodal hanis
memperhatilean  peraturan perundang-undangan vang menyatokan  bidang
usaha atau jenis usaba yang lertuiup dan terbuka dengan porsyaratan.

Paragraf 5
Penanam Modal

Paszal 22

Fermnohon perizinan bherusaha terdiri atas
a.  penanam madal perseorangan; dan
b, penanam modal hadan usaha.

Penanam modal perseorangan schagaimana dimaksud pada ayal (1) humil &
meripakan arang  perorangan pendoduk ndonesia vang cakap untuk
hertindak dan melakukan perbuatan huloom.

Penanaman modal meliputi :
A, PMDN: dan

. PMA,

PMTIN  dapat dilakukan oleh  Perseroan  Terhatas {11, Commendifaire
Vemrnotschap [(CV], Firma (Fa), Koperasi, Badan Usaha Milile hegara (BUMN],
Badan Usaha Milik Taerah [RUMD), Yavasan dan Badan Usaha vang tidale
herhadan hulaim atau persearangar.

PMA dapal dilakukan gleh Warga Negara Asing dandatau Badan 1lukum Asing
dan/aran Penanam Modal Asing dan/atan Warga Negara Asing, Badan Hukum
Asing dan/atau Penanam Modal Asing yang pafungan dengan Wiarga Negara
Indaonesia dan/atan Radan TTukum Indonesia.

Paszal 23

Gadan ussrha PMA wajib dalam benfuk DPersercan Terbatas berdasarkan
hukum Indonesia dan berkedudoulkan di dolam wilayah Negarn Kesatoan
Republik  Indonesin, kecuali ditentokan  lain oleh  ketentuan  peraturan
perundang-undangan.

MUK dan PMA yvang melakulem pensnamasn modal dalam bentuk badan
usaha Persernan Terbatas dapat dilaloukan dengan :

a.  mengamhbil bagian saham pada saat pendivian Perseroan Terbatas;
membeli saham; dan

c. mclakultan cara lain scsual dengan ketentuan peraturan perundang-

unlimngan.
Paragraf 6
Hal, Hewajliban dan Tanggung Jawab Penanam Modal
Pasal 24

Setiap penanamn modal berhak mendapatkan :

A
1.

kepaslian hak, hukum, dan perlindungan;

informas vang erbuka mengenal bidang usahs vang dijalmlon;
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o
d.

hule pelavanan; dan

berbagai bentule Sisilitas kemuodahan sesual dengan Kelentuan  perataran
perundang undangan.

Pazal 25

Setiap penanam modal wajib

il.

b

i,

mengutamaliin tenaga kena Wargd  Negord [ondonesia dalam memenuhi
kebutubuan lenaga kenja;

meningkatkan  kompetens: enaga kerja Warga Negara Indonesia melalui
pelalihan ey,

menyelengEarakan pelatthan dan melakolean alib telinolog kepada tenags kerja
Wargs Negara Tndonesia bagl perdsshasn yang mempekerjakan lenaga kerja
ABing;

menerapkan priresip Lala kelold perusabiian vang baik:

melaksanakan anggung jawal sosial perasahaan;

et yarnpal kan LR

mermnbudl laporan terntdang kepidlan pendndman modal dan menyvamnpailannya
kEepada Badan Koordinast Penananan Modal;

menghormati tradisi budava masyarakal di sekitar lokasi kegiatan usaha
penanaman maodal;

mematilthi semua kelenluan peraluran perundang-undangan vang berlalkoal;
dan

mengalokasikan dana secara berlahap uniuk pemiliban lokasi vang memeaniihi
glandar kelavakan ngkungan hidup bag perusahaun yvang mengusahaloan
sumher daya alam vang tidak terbarikan vang pelaksanaannya disesuaikan
fdengan kerenfuan perundang-undangan yvang berlaki,

Pazal 26

Setiap penanasim modal bertanggung jawahb ¢

.

el

{1]

menjamin  tersedianva  modal  wvang  berasal  dari sumber  vang  tdak
bertentangan dengan ketenfuan peraturan perundang-undangan,

menangeung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian, jika dirinya
menghentikan  atou meninggallan atau menelantarkan kegiatan usabanva
scearn sepihak sesuai dengan kefentuan perundang- undangan;

menciptalan dddim usaha persaingan yang sehal, mencegah prakick monopoli,
dan hal lain yang merigikan daerah dan negara;

menjaga kelestarian lingkungan hidup;

menciptalem lkesclamatan, kesehatan, kenvamanan dan kesejahreraan pekerja;
dan

moematuhl semua keetentuan peraturan perundang-undangan,

Pasal 27

'cnanam modal yang usahanva mempunyal dampak lerhadap lingkungan
harus memenohi izin dalam bidang linglangan sesual dengan keleniuan
peraluran perundang-undangan.
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2]

(1]

(2]

lzin schagaimana dimalesud pada ayat (1) harus sudan dimiliki oleh PETIATI AL
modal sebelum kegiatan usaha dimuolai

Paszal 28

Perusahaan wang telah mendapat perizinan Lerusaha wajily InenyaInpaikan
LEPM secara berkala kepada Dinas.

Rewajiban penvampaian LEKIM sehagaimana dimaksud pada ayal (1) dilakulkan
secara berkala sesuai kelentuan peratiran perundsng-undangan,

Penanam modal harus melaporkan Jjumlah tenapa kerja kepada Dinas Tenaga
Kerja dan Transmigrasi Kota Metra,

Paga] 29

Modal vang ditanambkan dalum penanaman modal di dacsih dilarang bersumber
dari hasil kejahalan.

(L}

2}

i1

12

(1]

(<]

3]

Pagal 30

FPemerintah ducrah bersama sama dengan perusahaan penanaman modal
memiasilitasi usaha-usaha perbailan dan peningkatan kompelensi tenaga
kera lokal melalul pelatihon kerja sesuai dengan kompeiens dan ketentuan
peratiran perundang-undangan,

Perusabiaan penanaman modal vang memperkeriakan renaga keria asing wajib
menvelengearakan pelatihan dan melalkulan alib teknolngi kepada renaga kera
lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

Perisahason penanain modal wajib memberikan perlindungan, pengupaban,
dan keselamartan kerja sesuai ketenluan peraturan perundang-undsngan,

Pemerintah  daerah  memfasilitasi  prosedur  dan sistem penvelesaian
perselisihun hubungan industrial vang adil, cepal dan cfisien.

Pasal 32

PMDN alau P'MA yang melakukan pensnaman modal dalam bentuk badan
nsaha Perseroan Terbatas dilarang membuatr perjanjian dan/atau permyaraan
vang mencgaskan bahwa kepemilikan saham dalam Perscroan Terbatas untulk
dan/alas nama orang lain.

FMDN atan PMA yang melakukan perbuatan sehagaimang dimalesud pada, ayut
[1], maka perjanjian dan/atau pemyataan itu dinyatakan batal demi hukum.

Naiam hal penanam modal vang melsksanakan kegiatan usaha berdasarkan
perjanjian arau kontrak kerjassma dengan pemerintah dacrah, melakuliun
kejahatan korporasi berupa tindak pidana perpajalan, penggclembungan biava
pemulihan dan hentuk penggelembungan biaya lainnyvs untuk memporkecil
keuntungan yang mengakibatkan kerugian negara herdasurlean temian atay
pemeriksaan oleh pihak pejabal vang berwenang dan telah mendapal pulusan
pengadilan yang herkekuatan hulium tetap, pemorintah daerah mengakhiri
nejarjian atau kontralt  kerja  sama dengan penanam  modal  yang
nersangkutan.
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Paragraf 7
Lokasi Penanaman Modal
Paszal 33

Pemerinlah dagrah menetapkan wilavah rengembangan usabha penanaman modal
berdasarkan Rencana Tale Ruang Wilavah Daerah dan Reneans Detail Tala Ruang
dan Peraturan Zonasi.

BAB VI
PENGEMBANGAN POTENSI
DAN PELUANG PENANAMAN MODAL
Pasal 34

(1l Temerintah  daerah  wajib  memacu pengembangan  potensi dan peluang
penangman modal,

I} Pengembangan potensi dan peluang penanaman modal schagaimana dimaksud
pada ayat (1], dilakukan melalui upsya
a.  dentifikasi potensi penanaman modal:
B, pemetaan peluang pensanaman modal:

¢, pendokumentasian hasil pernctaan pelusng penanaman modal di dacrah
seeara affline dan enfine; dan

d.  pengembangan penanaman modal.

Pazal 35

ldentifikasi portensi penanaman maodal sebagaimana dimalesud dilam Pasal 349 ayal
(2] hurul a dilakukan melalui -

A.  pengumpilan daea informasi polensi penanaman modal berupa profil daerah:;
dan

. analisis hasil pengumpulan data informasi potensi penanarman modal,

Pazal 36

Pemetaan peluang penanaman moedal sebagaimana dimmaksud dalam Pazal 34 ayvut

[} hurul by dilakukan metahai ;

a,  wverifikasi hasil analisis potensi petanaman modal;

b.  anslisis hasil verifikasi potensi petinaman  modal vang ielah didapatlean
sebelumnya  dengan didukuns hasil  stud vang  diperoleh  berdasarkan
kunjungan lapangan: dan

. penyusunan pela peluang peranaman modal,

Pazal 37

Pendokumentasian  hasil  pemetaan peluang  penanaman  moedal i duaerah
schagaimana dimaksud dalam Pasal 34 aval (2} huraf ¢ dilakukan melalui ;

2. pengumpilan data informasi potensi penanaman modal daerah;
b. wverifikasi hasil pengumpilan data infermasi polensi penanaman maodal tlaerah;

C. analisis hasil verifikasi polensi penanaman modal vang lelah didapatkan
sebelumnyva  didultung  dengan hasil  studi vang diperuleh  berdasarkan
kunjungan lapangan;
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.
<.

pemyusunan pela peluang penanaman modal dacrah: dan
penaokumentasian hasil pemelaan peluang penanaman modal dacrah,

Pasal 38

Pengembangan penanaman modal sebagaimana dimalssud dalam Pasal 24 aval (2]
hurul d dilakukan melalui ;

il.

(1)

2|

pemberian perizinan dan nonperzinan Penanaman modal secara mudah, cepat
dam tepal;

membaniu penyelesaian  berbagal hambatan dan konsulasi permasalahan
vang dihadapi penanam modal dalam menjalankan kepintan penanaman maodal
i dacrah:

tasilitasi keterbukaan data dan informasi penanaman meodal:

mendorong, meningkatkan, melaksanalean dan memtasilils kKemilraoan usaha
dalamn rangka penanaman modal dacrah:

mermnfasilitasi kerja samea di bid AR prnanarnan modal dacrah:
meningleatkan dava saing penanamean modal dicrah; dan

meninglaatkan kapasitas kelembagaan dan kualitas sumber dava manusia di
bidang penanaman modal,

BAEB VII
FASILITAS PENANAMAN MODAL
Bagian Kegatn
Umunm
Pazsal 39
Thlam  pelaksanaan kegiatan penanaman  modal, pemerintabh daerah

memberikan fasilitas penanaman modal,

Faslitas penanaman modal schagaimana  dimaksud pada ayar [l} berupa
pemberian  insentif  dan/dtuo pemberian kemudabhan  scsuai dengan
kewenungan, kondisi dan kemampuan daerah yvang dilalesanakan sesuai
leetetiluan peraluran perundang- undangan.

Bagian Kedua
Jenis Usaha

Pasal 40

Jenis usaha dengan skala prioritas  dapar  diberikan  insentf dan atau
kemudahan.

Jenis usaha dengan skala prioritas sebagaimana dimaksud pada ayal (1),
meliputi
4. usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi:

L. usaha dalam bidang ckonami kreatif, diprioritaskan pads indusi kreatif
kerajinan, indusiri berhasis leknologi informasi;

C. ussha dalam bidang kebudayaan dan pariwisata;
d.  usaha yang Lermitra dengan usaha mikra, kecil, menengah, dan koperasi;
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(3]

(11

(2]

{3

4]

¢ usaha dalam hidang pangan, diprioritaskan pads usaha perbenihan dan
pengolahan hasil pertanian /perikanan/ peternakan:

f, usaha dalam bidang pendidikan, diprioritaskan pacy fasilitas pendukung
pengemrangan pendidikan;

usaha dalam bidang industrd dan pengolahan;

02

h.  usaba dalam bidung infrastruktur; dan
1. usaha yang merupalean ungpulan daerah,

Jenis usaha sehagaimana dimalsud  pada ayat [1], disesuaikan dengan
kehijakan dacrah sebagaimana tercantum delam RUPM,

Bagian Ketiga
Bentuk Insentif dan Kemundahan
Pasal 4]

Permmerintah  dacrah dapat memberikan  insentif danfatan  kemudahan
penanaman modal seswal dengan  kewenangan, kondisi, dan kemampuan
daerah dengan berpedoman pada ketentusan peraluran perundang undanpgan.

Pemberian insentit dan kemudahan dilaloukan berdasarkan pPrinsip
A kepastian hukum:

leselaruan;
transparansi;
akuntabalitas; dan

3 T~ v

elektit dan efisien.

[nsentil diberikan dalam bentuk -

4. pengurangan alau keringanan pajak dacrah dan retribusi daersh;: dan
b.  pemberian penghargaan,

Kemudahan diberikan dalam bentuak -
a.  penyediaan dala dan informasi peluang penAnamsn modal:

b.  penyedidan dan/atau fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana usaha;
. penyediaan dan/atau fasilitusi penvediaun lahan atay lokasi:

d.  pemberian dan/atau fasilitasi banman leknis:

€. pemberian fasilitasi promosi investasi;

[ fasilitasi terhadap pemberian informasi insentif fiskal manpil non fiskal:
clanfutan

K. percepatan tata laksana pemberian perizinan dan nonperizinan,

Fasilitas Penanaman Modal diberikan dalam bentul -

A, DPajak penghasilan meladui pengurangan penghasilan nelo sompail tingloat
rerientu terhadap jumlab penanaman modal vang dilakukan dalam waktu
terteniu;

. Pembebasan atau keringanan bea masuk atas im por barang modal, mesin
datau peralatan uniik keperluan produksi vang belum dapar diproduksi di
dalam negerd;



jdih.metrokota.go.id

Fembebasan atau  keringanan bea masuk  bahan baku atau bahan
penolong untuk keperlusn produksi untuk Jangha walou tertentu dan
Persvaratan tertentu;

Pembebasan atan penangguhan Pajak Pertambahan Nilad alas impor
barang modal alau mesin aluu peralatan untuk keperluan produlesi vang
belum dapat diprodukst di dalam negerl selama jangle walkoy tertentu:

Penyusulan atan amortisasi yang dipercepat;

Keringanan Pajak Bumi dan Bangunan, khususnya untuk bidang usaha
lertent, pada wilapah atau daerh atau kawasan tertenty.

Pasal 42

[l Penanam modal vang dapat mempersdeh insenll dan kemudahan adalah VAN
memiliki kantor pusar dan/atau kantor cabang di daerah dan paling kurang
memenihi salah satu dari kriteria sebagai berikut -

i
b
.

el

IIl.

memberilan kontribust bagi peningkatan pendapatan rmasyarakat,
menyverap banyai tenaga kerja daerah;

menggunakan sehagian besar suwmber daya daerah;

memberikan kontribusi bagi peningkatan pelavanan publile

memberilcan  kontribusi dalam peningkalun produk domesiik regional
bruto;

Derwawasan linglungan dan berkelanjutan;

lermasuk skala priovitas tinggi ducr:h:

termasuk pembimgunan infrasrmbiur;

melakukan alih telenologi;

melakzulian industri pionic;

melaksanalkan kepiatan penclitian, pengembangan, dan inovasi:

melakukan kemitraan alau  kerja sama dengan usaha milrn, kecil,
menengah atan koperasi; atay

industni yang mengsunakan barang modal, mesin, atau peralatan VaIg
diproduksi di dalam negeri,

2]  Ketentuan lebih lanjul mengenai kriteria sebagaimana dimaksud pada avat [1),
diatur dalatn Peraturan Walikota,

Penatam

FPasal 43
modal yvang melaksanakan ketentuan asal 42 kol tr, pemerinlah

daerah dapal memfasilitasi ketersedisan lahan, lisfrik dan infrastruktur lainnya
untuk perianaman modal,
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1]

2]

(L}

(2]

(2]

| 1]

Bagian Keempat
Tata Cara Permohonan dan Dasur Penilaian
Paragraf 1
Tata Cata Permohonan
Paszal 44

Permohonan  insentif dan/alau kemudshan penunaman  modal diluleulan
dengan cara schagai berilout
£ mengaukan permohonan kepada Waliloota:
B, permohonan sebdagaimana dimaksud pada huruf a, sekurang kurangnya
herisi
1y lingkup usaha;
2| kinerja manajemen;
3] perkemnbangan usaha: dan
41 hentuk dan jenis insentil dan/atan kemodahan yang dimohonkan.
¢, khusus untuk usaha mikro, usaha keeil, nsahs menengah dan koperasi

permohonan cukup dengan menvampaikan kebutuhan insentil dan fatan
kemnmudahan penanaman modal.

Permohonan  schagaimana  dimaksud  pads ayal [1), dilengkapi dengan
neravaratan.

Relentuan  lebih lanjut  mengenai peErsvaratan  pengajuan  insentil dan
kemudahan pensnarman modal schagaimana dimaksud pada ayat {2) diatur
dalam Peraturan Walikota.

Pasal 45

Permohonan  pemberian  mnsengil dan/atau kemudshan penanaman  modal
diproses oleh tim yang dibentuk oleh usulan Dinas.

Tim scbagaimana dimaksud pada ayat (1] ditetapkan denpan Keputusan
Walikola,

Pasal 46

Tim sebagaimana, dimalksud dalam Pasal 45 dalam melaksanakan tugasnyn
secard feknis harus sesuai dengan pedomman penilaian dan verifikasi pemberian
inscntif dan kemudahan.

Ketentuan lebibh kanjut mengenai pedoman penilaian dan verilikasi pemberian
insentil’ dan kemudahan sebugaimana dimaksud pada ayat {1), diatur dalan
Peraturan Walikola.

Paszal 47

Walileota  menctapkan penerima pemberian  insentif dan/atan  kemudahan
penanaman modal herdasarkan relomendasi dari 1im,

Apahbila pernmohonuan pemberian insentif dansatau kemudahan penansmnan
modal sebugaimana dimaksyd pada avar (1) ditolak, maka harus diberksn
alasun vang jelas.
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Paragraf 2
Dasar Penilaian
Pasal 48

Pemberian insentif  danfatan kemudahan o penanaman omodal  haras
memperhitungkan dan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut

1.

br.

skala priovitas  dulam  kebijakan penonasonan medal  pemcrintah daerab
schagaimana dimaksud dalam Pasal 44;

krileda  penerima  insentil  dan/atau kemudahan penanaman mnodal
yehagaimana dimalesud dalam Pasal 42; dan

kemampuan keuangan dagrah,

Bagian Kelima
Hak, Kewajiban dan Tanggung Jawah Penerima Insentif
Paszal 49

Penerima inscntf dan/alau kemudahan penanaman modal berhalk untuk

.

b.

oL

mendapatkan inlormasi pelayanan pemberian insentil’ dan/atau kemudahan
peranamarnt modal;

mendapalkan  insentif danfatau kemudahan  penanaman  modale sesuai
mekanisme yang lelah ditetaplan;

mendapatlean layanan lerkait proses pomberian, pelaksanaan, pengawas:in
tdan pembinaan terhadap penanaman modal di dagrab; dan

mendapaikan inlormasi hasil evaluasi terhadap perkemhangan  penerimaan
insentil duan /alau kemudahan penanaman modal.

Pasgal 50

Penerima insentif dan fatau kemudahan penanaman modal berleewajiban untuk

1.

I,

memnatihi peraturan yvang ditetapkan mengenal pedoman pemberian insentil
dan falan kemudahan penanmman modal;

menvusun dan menyampaikan laporan perkembangan usaha sccara berkala
setiap 6 [enam] bulan scleali kepada Walikola melahui Tlinas.

FPaszal 51

Setiap penerima insentif danfatan kemudahan penanaman modal berianpggung
Jawab untuk :

.

L,

menjamin  tersedianyva modal vang  berasal  dari sumber wvang tidak
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

menciptalean iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah prakick monopali
dan hal hal vang merugikan daerab;

menciptakan keselamatan, keschatan, kenyvamanan dan kesejahteraan pelaria;
menjagn kelestarian ingkungan; dan

menanggung  dan  menyeolesailon sepals kewgjiban jika penanam modal
menghentikan atau meninggalltan atau menelamarkan kegiatan usahanva
secara sepihak.
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Bagian Keenam
Pelaporan dan Evaluasi
Paragraf 1
Pelaporat
Pasal 52
i1y Penerima insentif dan penerima kemudahan  penanaman  nuslal  owagib

menvampaikan laporan kepada Walikota paling sedikit @ [enam| bulan seleali.

[2] Laporan sehagaimana dimaksud pada ayar (1] paling sedikit memuat laporan
pengpunaan inscntf dan/atan kemuodahan, pengelolaan usaha dan rencang
kegiatan usaha,

Pasal 53
(1) T¥nas menerima hasil laporan perkembangan usaha secara herlela duri
penerima inscentif dan fatau kermudahan,

(2] Laporan perkembangan usaha secara berkala darl penerima insentif dan fatau
kemudahan scbhagannana dimaksud avat [1] discrahloan kepada Dinas.

13] Dinas menyvampaikan laporan mengenai perkembangan pemberian insentif
dan/atau kemudahan penanaman modal dengan jenis usaha skala prioritas
kepada Walikota,

Pasal 54

Walikota. menvampaikan loporan  kepada  Gubernur mengenal  perkembangan
pernberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal di dacrah seeara
herkala setiap 1 (satu] tabun seleali,

Paragraf 2
Evaluasi
Paszal 55
(1] Walikoty melakukan evaluasi terhadap kegiatan penanamean nodal  yang
momperoleh insentif dan falan kermadahan.

(2 Ewaluasi scbagaimang dimaksud pada avat (1) dilakukan 1 (satu) tahun seloali.

(30 Pelaksanaan cvaluasi secara leknis dilakukan oleh Dinas.

Pasal 56

Pemberion insenll  dan/altau kemudahan  dapat  ditinjas kembali  apabila
herdasarkan hasil cvaluasi Udak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksod
dalam Pasal 531 dan Pasal 32 serta ketentuan peraturan perundimg-undangsn,
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BAEB VIII
PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
Pasal 57

Fuang linglkup pengendalian pelaksanaan penanam-n rncdal mencaloup kegiatan -

d.
k.

.

1]

<]

primantauan;
prmmbinaan; dan
PETEAWASAN.

Paragraf 1
Pemantauan
Paszal 53
Kegiatan pernantauan pelaksanaan penanaman modal sebagaimanyg dimaksud
dalam Fasal 57 hurnf a dilakukan oleh Dinas.

lPemantauan pelaksanaan penanaman modal sehagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan lerhadap penanaman modal baik vang masih dalam tahap
loonstrulesi [lahap pembangunan| maupun penanaman medal vang  Llelah
operasi/ produksi komersial [felah ada zin wsaha),

Pemantawan pelaksanaan penanaman modal dilakukan untuk mengelahul
perkembungan realisasi penanaman modal dan permasalaban vang dibadapi
olch pelaku usaha melalul pengumpulan, verifikasi, dan cvaluasi yang
rercantum dalam LEKPM.

LKI'M  sebupaimana dimaksud pada aval [3) disampailean sesual dengan
perizinan penanaman modal vang dimiliki oleh perusahaan.

Paragraf 2

Pembinaan
Pasal 59

kegiatan pembinasn kepada penanam modal sehagaimana dinaksud dalam
FPasal 57 huruf b ditakukan oleh dinas,

Melaksunaan kegiatan  pembinaan  schagaimana  dimaksud pada avar (1)
dilaloulkan sccara koordinatil dengan dinas teknis bersenang,

Pazal 60

Kegiatan pembinaan sebagaimana dimalksud dalam Pasal 539 dilaksanakan melalui:

7.

bimbingan sosialisasi, workshop, bimbingan tekms alau dialog  investasi
mengend kelentuan pelaksanaan Penanaman Modsl secara berkala;

pemberian konsultasi pengendalian pelaksanasn Penanaman Modal sesual
dengan ketentuan peraturan perundangan undangan;

fasililnsi penyelesaian pormasalahan vang dibiadapd Pelako Usaliag
tasilitagi pereepatan realisasi investasi provek berupa kemudahan berusaba
hagl pelalou usaha; atan

pengawalan percepatan realisasi provels strategis nasional yang sudah memiliki
DUTIZITLATL,
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Paragraf 3
Fengawasan
Pasal 61

il] Kegiatan peogawsasan  terhadap pengelenggarasn  pehanaman modal
sehagnimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf ¢ dilakukan oleh Dinas dengan
melakulem koordinasi dengan Perangkal Daerah terkir.

(2) Kepistan pengawasan schagwimana dimaksud pada aval (1] dilakukan atas
usaha dan/atau kegiatan sebagai tindak lanjur dari :
a.  evaluasi atas pelaksanaan penuandinan modal;
h.  pemberian silitas pembebasan bea masuk mesin dan/atau barang dan
baharn,
¢, permintaan dari unit lain dan/atan instansi teknis lerkail.
adanva  indikasi atauw  bukid awal penvimpangan  alas  kerentuan
pelaksanaan penanaman modal atau tidal dipenohings kewajiban dan
Langgung jawab scbhagahnuna dimaksiud dalam Pasal 235 dan Pasal 26;

==

¢. usulan pencabutan perizinan berusaba yang diajukan oleh Dinas uniuk
Proyek yang merupakan kewenangan pemerintah pusat;

. usulan pencabutan perizinan berusaha vang diajukan kepada DPMPTSP
Provinsi oleh Dinas uniuk  proyek yang moerupakan  kewebangan
pemerintah provinsi; dan

g, proges pengenaan dan pencabutan sanksi,
i37 Duban rangka evaluasi atas pelaksanaan penanaman mdal scbagamana

dimatesud pada ayar (@) hurul g, Dinas dapal memanggil perusahaan uniuk
mendapatkan penjelasan dun inlormasi lebib lanjut.

(4] Talam memberikan penjelasan dan informasi schagaimana dimaksud pada
avat [3], perusahaan waijib memberikan informasi yang jelas dan benar,

5] 1lasil ponenksasn dan eealuasi atas  pelaksanasn penanaman modal
difuanglean dalam Berila Acara Pengawasan.

Pasal 62

Ketentuan  lebih lanjut mengenai pemantauan  dan prosedur penyampaian,
verifikasi, serta evaluasi LKPM, bentuk pembinasn, mekanisime pengawasan an
henruk Berita Acara Pengawasan, diatur dalam Peraturan Walikota,

BAEB IK
KERJASAMA PENANAMAN MODAL
Paszal 63

{1] Pemerintah Daerah dapat melakukan fasilitasi kerja sama  internasional
dibidang penanaman modal,

(2] Pemerintah dacrah dapat mclakukan kerja sama penanaman medal dengan
pemerintah provinsi, pemeriniah kabupaten/kota lain, serta dengan pihak
swastia,
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{3

(1]

2]

1

[3}

Kerja swnd sehagainana dirnaksud pada ayat (1] dan (2) mehpuedl
H,  PErcnoangat penamamean roodal;

. promosi penanaman modal;

pelavanan penanaman modial;

pengecmbangan penanaman modal;

monitoring dan evaluasi penanaman modal; dan

who@

keglalan penanatnan modal lainnya.

BAR X
SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL
Pasal 64

Permerinrah Dacrah membangun, mengembangkan, dan memnelibara sislem
informasi penanaman  modal vang terintegrasi dengan  sistom informasi
prnanaman modal pada Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pemenntah
Provinsi Lampung.

Sistemn informasi penanaman modal sebagaimana dimalesud pada ayat [1]
tmelipniri :

@, data potensi dan peluang penanaman modal;
b, data kegiatan usaha penanaman modal; dan

¢, realisasi penanmnan modal,

BAB XI
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 65

Masvaralaal memiliki Kesempatan vang sdina dan seluas luasnva uniuk
berperan serla dalam penyvelenggarasn penanaman modal dengan cuara

a.  berperan akuf menciptakan tdim usaba vang kondusit dan berdaya saing;
b. membaniy kelancaran pelaksanaan penansaman modal; danatau

c. penyampadan inlormasi potensi dacrah,

Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfujuan untulk

@ mewnjudkan keherlanjuian penanaran moddal;

b, menunjang pencegahsan pelanggaran atas peraturan perundang-
urndangan;

¢, menunjang pencegahan dampak negatif sebagai akibatl penanaman modal;
dan
d.  menumhuhkan kebersamaan anlara masyarakal dengan penanam modsal,

Untuk menunjang tersclenggaranva peran  serta masyvarakat scbagaimana
dimaksud pada avat [1] dan avat (2], THnas memfasilitazi peran seria
masvarakar,



{1]

(2]

2]

BAB XII
FPENYELESAIAN BENGEKETA
Fasal 66
Dl hal terjadt sengketd di bidang penanaman modal, para pihalk terlebih
dahulu menyvelesailcannya scears musvawarah dan mufakat.

Dalim hal penyelesaion sengleta schagnimana dimaksud pada avat (1] fidalk
teredpal, penyvelesaion sengloeta dopat dilakukan sesusi ketentvan peraturan
perundang undangan, melalui -
a.  non litigasi, dengan cara ;
1] arbilrase; dalau
2] altermatit penyvelesaian sengheta falternotive dispute resolufion).
b, litigasi
BAB XIII
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 67

Penanam moedal yang tidak memenuhi Kewafiban sebagaimana dimalisud
dalam Fasal 14 avat (1], tidak memenuhi ixin sebagannana dimaksud dalam
Masal 27 awyat (1], fridak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud
dalaon Pasal 28 ayat (1), avar [2] dan aval [3], Pasal 30 ayat {2), serta Pasal 31
avat {1) dikenakan sanlisi administeatif beripa :

i, peringatan tertulis;

b,  prmbatasan kegiatan usaha,

. pombokuan kegiatan usaha dan/atau lasilitas Penanaman Modal; dan

d.  pencabuton kegiatan usaha danfatanu fasilivas Penanarmsn Modal,

Ketentusn lebih lanjut mengenai hentuk dan prosedur pemberian  sanlosi
administratif diatur dalam Peraturan Walikota,

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 68

Fada saat Peraluean Daerah ind muokad berlalog -

PPerizinan dan nonperizinan penanaman modal vang sudah ada sehelum Peratuiran
Liaerih ini, totap herlaku sampai dengan habis waklu perizinan dan non perizinan,
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EBAB XV
KETENTUAN PENUITUP
Pasal 69

Peraturan pelalksanaan dari Peraluran Daerah ini harus sudah ditetapkan paling
lama 1 {salu) lahun scjak Peraturan Dacreh ini diundangkan.

Pazal 70
Peraturan Tiaerah ind mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengerahuines, memerintahkan pengundangan  Peraturan
Daerah ini dengan penemparannya dalam Lembaran Dacrah Kota Metro,

Ditetapkan di Metro
pada tanggal 2F Apnd 2021

A METRO,

AHDI

Diundangkan q4i Metro
puda tanggal 2k Apnl 2021

Flt. BEKRETARIS DAERAH KOTA METRO,

mw.al*, )

BANGK H.ﬂ.RYg UTOMO

LEMBARAN DAFE KOTA METRO TAHUN 2021 NOMOR .-
NMORMOR BEGISTER PERATURSN DAERAH KOTA I FTELL PROVIRGS LArARLING; I:I'.Il,l'].l':'IE,I'MTH."IEE"I}
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PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA METROQ
NOMOR 7 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL

I. UMUM

Penyelenggaraan fungsi pemerintahan secara oplimal schagai esensi pemberan
olonomi daeral membutubkan dukungan dari banvak aspek, salah satunya adalah
aspek inveslast melslui penanaman modal. Penanaman modal di dacrah merupakan
akseleralor ponbangunan  dalam  rungka mendukung portumbuhan  ekonomd,
penyerapan lenaga kerja, serla peningkatan daya saing dacrah dalam  janpka
panjang,

Daya sang suatu daerah sebagoi lokasi penanaman modal tergantung pada
kemampuan Pemerintah Daerah dalam mengemhbangkan potensi dacrabh vang ada
serfa menekan fuktor penghambul iklim investasi serla mengantisipasi berbapgad
dampak dard penanaman modal di dacrah sgar dapat dikelola dan  tidalk
menimblkan pennasalahan di kemudian hari. Selain ilw, Pemerintah Daerah Juga
harus dapat menciptakan kepuastian hulkom, kelepalsn don kecepatan lavanan
perizinar, lketersediaan  dala dan  informasi,  aksesibilitas wilavah usaha,
ketersediaan tenaga kerja terampil, dosn dukungan masvaraleat di seldtar wilayah
usaha.,

Oleh kareny itu, selain penting untuk menvediakan sarana dan prasarana bagi
investasi alau penanaman modal di daerah, Pemerinlah Daerabh  juga perlu
memblat pengaturan dalam rangka penciprasn iklim penanaman modal YHNE
leomdusif, promotf, memberikan kepastian hukum, berkeadilan, serta efisicn
dengan lelap memperbatikan kepentingan ekonomi nasional. Dalam  perspektif
inilah, maka Peraturan Daerah Kota Metro tentang Penyelenggaraan Penanamman
Muodal ini disusun,

Peraturan Dacrall ini mengatur entang penyelenpgarasn penanaman modal
sesual dengan kewenangan Pemerinlah Kota Metro sebugaimana yang  telah
ditetapkan dalam Undang Undang Nomer 23 Tahun 2014 tentang Pemerinlabian
Lerah sebagaimana felah diubab beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubuhan Kedua Atas Undung-Undang Nomor 23
Tahun 2014 dan peraturan perundsng-undangan lainnya vang terkail dengan
penanamean modal,

II. PASAL DEMI PASAL

Pasul 1
Culkup jelas

I'asal 2
Hurala
Yang dimalssud dengan "asas kepastian hulkum® adalah asas dulam
negara hukum vang melelakkan hukum dan ketentusn peraturan
perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan
rindakan dalam bidang pernanaman maodal,
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Huruf by
Yang dimaksud dengan “asas keterbuleasn® adalah asas yang
terbuka lerhadap hale masyvarakal untuk memperaleh  informasi
yang benar, jujur dan tidak diskriminatf tentang  kegialan
prerArnEran modal.

ITuraf ¢
Yang dimaksud dengan “asas  akuntabiliths®  adalah yang
menenlukan  babwa  setinp  kegiatan dan hasil  akhir  dari
penvelenggardan penanaman modal harus diperranggungjawabian
kepada masyaralar atan rakyat schagai pemegang kedaulatan
leriinggl Neogara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.,

Huruf d
Yang dinaksud dengan "asas perlakuan vang sama dan Lidak
membedakan  asal negara® adalah  asas  perlakuan  pelayanan
nondiskriminatif  berdasarkan  kelentusn  peraturan  perundang-
undangan, baik antara penanam modal dalam negeri dan penanam
modal asing maupun antara penanamn modal dari satu negara asing
dan penanam modal dari negara asing lainiya.

[Turut e
Yang dimaksud dengan *asas keboersamaan®™ adalah asas vang
mendorong sehiuh penanam modal secara Dersamna-sama dalam
keglalan usahanyva untuk mewujudkan kescjahteraan rakyat.

Hurul f
Tang dimaksud dengan “asas elisiensi berkeadilan™ adalah asas
yvang mendasari pelaksanaan  penanaman . modal dengan
mengedepankan efisiensi berleadilan dadam usaha untule
mewlljudlean ilelim usaha yang adil, kondisif dan berdava saing.

Hurul g
Yang dimaksud dengan *asas berlelanjutan™ adalah wasas vang
secdard lereneana mengupayakan berialannya proses pembangunan
melalui penanaman modal unluk menjamin kesejahteraan dan
kemajuan dalsm segala aspek kehidupan, haik untuk masa lkini
maupln vang alkan darang,

Hurul h
Yang dimaksud dengan “asas berwawasan lingkungan™ adalah asas
penunaman moedal yang dilakukan dengan telap memperhatikan dan
mengulamalen perlindungan dan pemeltharaan lingkungan hidup.

[Muaruri
Yang dimaksud dengan “asas kemandirian™ adalab asas penanaman
modal yung dilakukan dengan tetap mengedepankon potensi bangsa
dan negara dengan tidak menuitup dif pada masuknyea modal asing
demi terwijudnva pertumbuhan ekonomi
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Huruf;
Yang

l'asal 3
Culoup jelas

Fasal 4
Culup jelas

fgal 5
Cukup jelas

Puamul 6
Culiup jelas

Pasal 7
Cukup jolas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Culaap jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Fasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

sal 14
Cukup jclas

Pasal 14
Culiup jelas

'asal 15
Cukup jelas

asal 16
Culup jelas

Pasal 17
Culzup jelas

Pazal 18
Cukup jelas

dimealesudd

dengan

kemajuan

“asas kescimbangan, kemuajuan  dan
kesaluan ckonoemi daerah™ adalah asas yang berupavda menjaga
keesimbangan,
ekonoin dacrah

ekonomni  wilayah  dalam

kes:atunan
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Fasal L9

Cukup jelas

isal 24

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cultup jelas

Pasal 24

Huruf a

Yang dimaksud dengan kepastian hak adalah setiap pensnam modal
diberilkan jaminan atas hak-hak namun lidalk terbatas pada hak-halc
keperdaraan vang timbul dari hubungan hukum vang dibuat dalam
kerangka menunjang  kegialan  penanaman anodal sCperti
perlindungan alas konlrak kontrak yang telah dibuat dengan pihak
ketiga ferbadap perubahan regulasi dan perlindungan terhadap
PURELASAAN fpropertiy),

Huruf h

Cukup jelas

Hurufe

Cukup jelas

TTural d

kil 25

Cukup jelas

[Turil a

Yang dimaksud dengan  *penanam  modal  dalam memenuhi
kebutuhan tenags kerfa hams mengutamalan tenaga keria WACEA
negara Indoncsia™ adalah dalam kegiatan usahanya penanam modal
wajib  menguramakan  menggunskan lenngn kerja  Indoncsia
daripada tenaga kerja asing babkan penggunaan  tenaga Kerja,
Indonesia pun divtamakan adalah lenaga lerjia vang berasal atan
merupakan warga Kota Metro dengun tetap berpedoman fradda
kelentuan peratiuran perundang-undangan.

Hluraf 1

Cukup jolas

Huruf

Cukump jelas

TIuarel o

Cukup jelas



Huraf e

Yang dimdksud dengan "tangsung jawab sosial dan lingllungan
perusahaan jeorporate social responsibility)” adalah tangeungjawah
vang melelat pada setinap perusahaan uniuk tetap menciptakan
hubungan yang serasi, seimbang dan sesusi dengan linglungan
nilad, nonna dan hudava masyarakal selempat,

b

Hurul I

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Hurufli

Cukup jelas

Huruflj

Pagal 26

Culup jelas

Huril a

Cukup jelas

Hurul b

Cukup jelas

TTarml ¢

Yang dimaksud dengan "praklik monopoli® adalah  pemusalan
kekuatan ekonomi oleh satu  atau  lebibh  pelaku usaha wang
mengalibathkan dikuasainva produksi dan, atau pemasaran atas
barang dan/atan jasa tertenlu schingga menimbulkan persaingsn
usaha tidak sehal dan dapat merugilan kepentingan umum.

Huruld

Culcup jelas

Huruf e

Cultup jelas

Huruf f

Ingal 27

Cukup jolas

Cukup jelas

Pasal 2R

Cukup jelas

Pasal 29

Carkaup jelas
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Pasgal 30
Cukup jelas

FPasal 31
Culoup jelas

Pasal 32
Culkup jelas

Pasal 33
Culzup jelas

Paszal 24
Culkup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Culsup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Fasal 30
Culeup jelas

Pasal 40
Cularp jelas

Pasal 41
Cultup jelas

Pasal 42
Culoup jelas

Pasal 4.3
Culkup jelas

Pasal 44
Culktup jelas

Pasgal 45
Culoep jelas

Paszl 46
Cukup jelas
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I*asal 47
Cukup jelas

Pasal 48
Cubiup qelas

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 50
Culaup jelas

'asal 51
Culcup jelas

I'asal 52
Culoup jelas

Tamal 533
Culap jelas

Pasul 34
Culup jelas

Pasal 55
Cukup jelas

I*azal 56
Cukup jelas

1*asal 57
Cnkup jelas

Pasal 58
Culoup jelas

Pasal 59
Culoup jelas

Pasal 60
Culaip jelas

Pusal 61
Cukup jelas

Pasal 62
Cukup jelas

Pasal 6.3
Cukup jelas
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Pasal £24
Cukup jelas

Pasal 635
Culoup jelas

Pasal 66
Culkup jelas

Pasal 67
Cukup jelas

Pasal /58
Cukup jolas

['asal G
Cukup jelas

sal ¥
Culiup jolas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA METRO NOMOR ..



